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BUPATI PAMEKASAN
PROVINIS JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat
(1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Pembebasan Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan Bagi Usaha Mikro;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);




I

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 7 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Daerah (Lembaran Daerah KabupatenPamekasanTahun
2008 Nomor 1 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2016 Nomor 10);

11, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 7 1);

12.  Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2016 Nomor 51);

13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI USAHA MIKRO.

Pasal 1

Setiap usaha mikro dibebaskan dari pengenaan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.

Pasal 2
Menugaskan Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk

melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi
pelaksanaan Peraturan Bupati ini serta melaporkan kepada
Bupati.




Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI PAMEKASAN,

g —

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

o

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 55




